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IMPLEMENTASI SISTEM E-PLANNING PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

ABSTRAK

Penelitian  ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan
menganalisis Implementasi Sistem e-Planning pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten: Kepulauan Meranti dan untuk mengetahui dan
menganalisis penghambat “fmplementasi_ Sistem/se-Planning pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan “Meranti. Jenis
penelitian Ini-adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang
digunakan adalah metode deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan
Implementasi Sistem e-Planning Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup bagus dan sudah terimplementasi
dengan baik di mana dalam prosesnya masih terdapat beberapa kendala umum
seperti SDM yang kurang kompeten di bidang komputerisasi karena tidak adanya
pelatihan khusus dari Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi hingga
Kementerian. Padahal pelatihan.akan sangat membantu terciptanya SDM handal
dalam pengelolaan sistem e-Planning pada Bappeda Kabupaten Kepulauan
Meranti. Faktor-faktor penghambat pada implementasi sistem e-Planning yang
paling dominanadalah proses mutasi jabatan yang cukup sering terjadi sehingga
butuh proses adaptasi yang ‘lama/bagi-tim ‘baru untuk mengelola sistem e-
Planning di OPD. Dan juga faktor jaringan internet masih menjadi penghambat
terlaksananya Implementasi Sistem e-Planning Pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kata Kunci : Implementasi, Sistem, E-Planning



IMPLEMENTATION OF THE E-PLANNING SYSTEM AT THE
MERANTI ISLANDS REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING
AGENCY

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing and analyzing the
implementation  of the e-Planning system in Meranti Islands Regional
Development Planning Agency. and- to-find out and analyze the inhibition of the
implementation of the.ie-Planning system’*in’s Meranti Islands Regional
Development Planning~Agency This type of research”is descriptive qualitative
research. Data collection techniques are carried out with observation, interviews
and documentation. Data analysis used is a descriptive method of analytics. The
results showed that the implementation of the e-Planning system implementation
at the Meranti Islands Regional Development Planning Agency was quite good
but in the process there are still some common obstacles such as human resources
that are less competent in the field of computerization due-to the absence of
special training from Meranti Islands Regional Development Planning Agency,
provinces to ministries. Though the training will greatly help the creation of
reliable human_resources in_the management of.e-Planning systems at the
Meranti Islands Regional Development Planning Agency. The most dominant
factors inhibiting the e-Planning system at the Meranti- Islands Regional
Development Planning Agency are the job mutation process.often enough that it
takes a long adaptation process-fer,the, new.team to manage the e-Planning
system in the organization of the regional. And also the internet network factor is
still an obstacle to the implementation of the e-Planning system at the Meranti
Islands Regional Development Planning Agency.

Keywords: Implementation, System, E-Planning
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PENDAHULUAN

1.1.

llmu Penge
melakukan

perkemban

melakukan = pe L : : 3 rtujuan untuk

warganya dengan leb Q ¢ ontoh pelaksanaan e-Government
4 LI N
yang telah banyak dilakukan ade

situs web pemerintah, khususnya
pemerintah daerah. Dengan adanya pengembangan e-Government diharapkan
msyarakat Indonesia, khususnya di daerah dapat memperoleh akses informasi dan
layanan publik dengan lebih mudah dan efisien.

Pemerintah  Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah

mengamanatkan dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, agar Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada
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data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.

Hak dan tanggung jawab pemerintah daerah makin tinggi baik itu dalam

pengelolaan sumber daya alam, manusia, dan potensi yang ada. Agar dapat

Bupati Kepulauan Meranti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sistem
E-Planning Kabupaten Kepulauan Meranti yang menerangkan bahwa dalam
rangka  proses  perencanaan  yang  efektif,  efisien, dan  dapat
dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan sistem informasi
perencanaan terpadu dan terintegrasi melalui sistem e-Planning, yang menjadi

rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap
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proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan
Meranti.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Perencanaan
paten Kepulauan

lauan Meranti

Sistem e-Planning Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Aplikasi e-Planning merupakan aplikasi yang digunakan untuk
penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis internet dengan
tujuan dapat mengawal pembangunan di setiap daerah agar seluruh perencanaan
daerah dapat berjalan dengan lancar, seluruh perencanaan dapat dipertanggung

jawabkan, dan mudah dipantau.
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Sistem e-Planning memiliki alur dan tahapan kerja yang sudah diatur
dengan seksama dalam pengaplikasiannya. Alur tersebut dapat dilihat dengan

seksama dalam gambar berikut ini :

Meranti memang tidak terlepas dari peran BAPPEDA Kabupaten Kepulauan
Meranti. BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan sebuah badan
yang memiliki tugas melakukan perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti. Untuk itu perlu adanya peningkatan dan pengembangan pada
BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berikut adalah data mengenai pengguna sistem e-Planning di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti :
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Tabel 1.1. Pengguna sistem e-Planning di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti

berada dalam Lingkungan Pen abupaten Kepulauan Meranti adalah
seluruh perangkat daerah yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang
terdiri dari Sekretariat Daerah (Setda) Kepulauan Meranti yang terbagi menjadi 11
Bagian, Sekretariat Dewan (Setwan) Kepulauan Meranti, Inspektorat Daerah
Kepulauan Meranti, 16 Dinas dan enam Badan di Kepulauan Meranti, Rumah

Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Meranti, serta sembilan kecamatan yang

tersebar di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dalam pengaplikasian sistem e-Planning yang sudah berjalan selama
beberapa tahun ini memang sudah dapat membantu kinerja namun masih banyak

permasalahan yang harus dihadapi yang dapat memperlambat proses sistem

Perangkat Daerah;
i.  Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

J.  Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);

k. Renja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD);

. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
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m. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA)-

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan

b

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah.

a fenomena

dalam penerag : g PE Kepulauan

1. eg n-e-Planning yang

sering terjadi pada saat ingin melakukan input data di sistem
e-Planning, hingga dengan begitu pemerintah akan terhambat pada
saat mereka ingin memasukan data. Contoh kasusnya adalah
kegiatan program yang diusulkan ketika sistem sudah mencapai

batas waktu pengusulan, maka e-Planning sudah tidak bisa

menerima. Penyebabnya terjadi karena adanya dari aspek sarana dan
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prasarana atau perangkat IT dan pengguna itu sendiri dalam

menginput data.

Kurangnya per i alz kan e-Planning

mengakibz
dalam pen nnya program

yang dius ada. Hal ini

navath

menunjukke

kelompok, dan-orga

«Q
o
<)
o
(<)
w
Q
Q
Q
S

«@,\%\\‘g

S )&
L\

Perencanaan

¢

1.2.  Rumusan QQ “

Berdasarkan latar belake

\\‘-"

maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Implementasi Sistem e-Planning pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa saja yang menjadi penghambat dalam Implementasi Sistem
e-Planning pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kepulauan Meranti?
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1.3.

sebagai berikut :

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka tujuan penelitian ini adalah

khazanah pengetahuan tentang sistem perencanaan yang lebih
sistematis dan terintegrasi dan dapat menjadi masukan bagi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
secara khusus;

c. Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi baik secara

langsung atau tidak langsung bagi Kepustakaan Program Studi
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Magister Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, serta menjadi

alternatif referensi bagi peneliti yang tertarik pada kajian evaluasi

implementasi sistem perencanaan secara online.

pelaksanaan

anaan kegiatan
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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

mengemul

Sehingga

penelitian

Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, ia akan timbul
dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban
manusia, yang mana di Asia Selatan termasuk Indonesia, Cina, dan Mesir Kuno
dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintahan. Sistem penataan
tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik/negara

(Toha, 2008: 88).

11
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Administrasi publik kadang-kadang dipakai pula istilah administrasi
pemerintahan, dan kadang-kadang juga diterjemahkan dengan birokrasi

pemerintah yang dikenal sekarang ini merupakan produk dari masyarakat yang

menolong

perbuatan

melayani. pahkan secara

ekstrim da ahkan dengan
kehidupan
Se “Public” yang

sudah diterima

LHAALANR:

banyak, ramai.

Pelayanan administrasi adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit
pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dekomentasi
dan kegiatan tata usaha lainya yang secara keseluruhan menghasilkan akhir
berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan dan lain-

lain (Harbani Pasalong, 2007: 129).
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Ratminto (2005: 23) mendefinisikan bahwa pelayanan publik atau
pelayanan umum dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik
dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi
tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi-pemerintah di pusat, didaerah, dan
dilingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), dalam rangka. upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan
menurut Sinambela, Pelayanan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah disetiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu
produk secara fisik.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaran Pelayanan
Publik telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan' penerima pelayanan maupun pelaksanaan kebutuhan
peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
tersebut di atas diuraikan bahwa Instansi Pemerintah sebagai sebutan kolektif
yang meliputi Satuan Kerja/ Satuan Organisasi Kementerian, Departemen,
Lembaga Pemerintan Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan
Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah

termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, menjadi
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penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik

adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima

layanan dari instansi pemerintah.

inistrasi diidentikkan

pandangnya masing-masing oleh Anggara (2012: 20) yaitu :

a.

Dilihat dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan
proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan hingga pelaksanaan
kerja sehingga tujuan yang dimaksud akan tercapai;

Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas

yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok
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orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam
kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas (fungsi) Kerja,

misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas

mpin pekerjaan kearah

c.  Pembantu Ahli (staf)
Terdiri atas para ahli dalam setiap bidang, selaku penasehat (brain-

trust) dan berfungsi di bidang karya;
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d. Karyawan
Merupakan para pelaksana dan pekerja yang digerakkan oleh

manajer untuk bekerja, guna menghasilkan sesuatu sesuai dengan

ketik-mengetik . at-mencatat atau arti se a. Dan ketika
diperhatikan ' S erliha dmi i tidak hanya hadir

sebagai sebuah pro ort ! lekan secara legalitas.

maupun dari sumber Qq‘

L\

organisasi itu biasa dikenal de , seperti yang tertera dalam buku
yang ditulis oleh Zulkifli dan Nurmasari (2015), antara lain :
a.  Man, yaitu Manusia;
Dalam organisasi, manusia dikenal sebagai sumber daya manusia

(SDM). SDM adalah sumber utama yang sangat menentukan

keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Apabila SDM di dalam
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suatu organisasi tersebut berkualitas, maka kehidupan organisasi itu

pun akan berkualitas.

Money, yaitu Uang;

dibuat, dikerjakan, diproses dan dihasilkan. Bahan inilah yang akan
dikerjakan oleh manusia, yang diperoleh menggunakan uang dan
akan dikerjakan menggunakan mesin. Bahan yang dimaksud di sini
adalah bahan baku atau bahan pokok dalam organisasi dan semua

perangkat lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.
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f. Market, yaitu Pasar;
Dalam organisasi publik, market akan terealisasi dengan sendirinya
dalam bentuk opini masyarakat atau unsur kepentingan. Sementara
dalam organisasi-privat atau_bisnis, market benar-benar diartikan

sebagai pasar untuk tempat akhir dalam pemasaran produk.

6M di atas merupakan' landasan utama“untuk sebuah administrasi yang
baik dalam menempatkan diri di tengah-tengah birokrasi pemerintahan secara
menyeluruh maupun pemerintahan yang terkecil sekalipun yakni pemerintah desa.
Administrasi terbagi menjadi dua yaitu adminstrasi publik dan administrasi
bisnis. Administrasi publik (public administration) merupakan suatu bahasan ilmu
sosial yang mempelajari tiga_elemen penting dalam ‘kehidupan negara yang
meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta hal-hal yang berkaitan
dengan publik yang meliputi/kebijakan publik, ‘manajemen publik, administrasi
pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara.
Beberapa ahli telah mengemukakan pendapat terkait definisi administrasi
publik. Seperti pendapat.menurut Siagian (dalam Andry, 2015: 14) bahwa
Administrasi Publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh
aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.
Kemudian Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014: 3) juga berpendapat
bahwa administrasi publik adalah proses di mana sumber daya dan personil publik
memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur (selain

perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri) yaitu sebagai berikut :
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a.  Organisasi Publik, yang mana pada prinsipnya berkenaan dengan
model-model organisasi dan perilaku birokrasi.

b.  Manajemen Publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu

itas, anggaran publik,

LSS bl 1
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Kemudia

publik adalah

”@“‘,9-

keseluruhan aktivitas kerjasama

untuk mencapai t

Jadi, dapat di publik di atas tergambar
bahwa konsep administrasi da
antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan aktivitas pemerintahan dalam

rangka mencapai tujuan-tujuan bernegara yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.2. Teori Organisasi

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek

seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan
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eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi sebagali
sarana sosialisasi dan sebagai wadah yang dibuat untuk menampung aspirasi

masyarakat serta untuk mencapai tujuan bersama.

ialah setiap

atasan dan

wadah bagi
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orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur.

Organisasi baik itu organisasi formal maupun informal dalam melakukan
segala aktivitasnya pastilah terdapat hubungan diantara orang-orang yang
melaksanakan aktivitas tersebut. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka

akan semakin kompleks juga hubungan yang terjalin. Mengatasi masalah itu,



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

21

maka dibuatlah struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antar
kelompok/ bagian.

Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang

tempat

yang sudah

ngenai  organisasi.

Seperti pe ga I adi, 2015: 5) yaitu
Organisasi adalah suatu kelompo orang atu ¢ gas-tugas atau

a.  Suatu organisasi terbentuk dari sejumlah orang atau individu;
b.  Organisasi dirancang atau dibentuk untuk mencapai suatu tujuan
tertentu;

c.  Dalam organisasi terdapat suatu stuktur formal yang memungkinkan

terjadinya komunikasi dan kolaborasi;
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d. Dalam organisasi terdapat bagian kerja yang dirancang untuk
mengalokasikan tanggung jawab, baik dalam penyusunan kebijakan,

baik dalam mengendalikan kegiatan yang dikerjakan untuk mencapai

sasi timbul

apai tujuan

melakukan kegiatan u Dengan kata lain organisasi

LY -~
11 _ [ M
igas®
dalam kata dinamis berarti as atau kegiatan yang ada dalam
organisasi, serta segala macam aspek yang berhubungan dengan usaha pencapaian
tujuan yang hendak dicapai.

Pada hakikatnya, dalam pengertian organisasi di atas dapat dilhat dari

berbagai sudut pandang, yaitu :
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1.  Organisasi dipandang sebagai wadah atau sebagai alat yang berarti;

a.  Organisasi sebagai alat pencapaian tujuan yang ditetapkan

sebelumnya;

inistrasi dan
inistrasi dan

bentuk pada

ada yang menggambarkan secara jelas tentang garis wewenang, garis

komando, dan garis tanggung jawab.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk bisa tetap
mempertahankan keberlangsungan hidup sebuah organisasi ditengah-tengah

perubahan lingkungan dan tetap eksis, maka organisasi harus mampu bersikap
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dewasa untuk menempatkan diri dalam mengahadapi tantangan lingkungan
internal maupun eksternal organisasi. Selain daripada itu, organisasi juga

membutuhkan sebuah strategi jitu dalam mengelola sumber daya yaitu dengan

Manajemen.

penelitian i arena  implementas crupakan  kegit : penting dari

sal dari bahasa

sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu

pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil
dari tujuan yang diinginkan;
2. Solichin, menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok
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pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan;

Pressman dan Wildavsky, menjelaskan implementasi adalah

bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya,
implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan
pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu, ia juga

menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk

mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.



26

Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah

ataupun swasta (Subarsono, 2007: 46).

Secara luas implementasi dapat diartikan sebagaispelaksanaan undang-undang
di mana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama untuk
menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan dari kebijakan program.
Pada sisi yang lain dijelaskan bahwasanya implementasi merupakan fenomena
kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagal suatu proses, suatu keluaran
(output) dan juga suatu dampak (outcame). Misalnya implementasi dikonsepkan
sebagai suatu proses, dan serangkaian putusan yang diterima oleh lembaga untuk
dijalankan (Subarsono, 2007: 47).

Dari paparan di atas..dapat penulis..ambil ‘kesimpulan bahwasanya
implementasi adalah proses dari penerapan ide, konsep dan kebijakan. Hal ini
menunjukan bahwasanya implementasi, merupakan salah satu dari variabel penting
yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan
masalah atau persoalan. Implementasi menempati posisi yang penting dalam proses
kebijakan, suatu proses kebijakan menuntut untuk diimplementasikan agar
mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dari sebuah perencanaan kebijakan
(Subarsono, 2007: 47).

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan
tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman
tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu

kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam
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penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari
keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

Menurut Mulyadi (2015: 12), implementasi mengacu pada tindakan untuk

pola-pola

atau kecil

K

‘g\%\:“&\\“‘i‘

PR &

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting
yakni (Subarsono, 2007: 49) :
1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode;
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat
diterima dan dijalankan;

3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.



28

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan
dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk
mengimplementasikan kebijakan. publik, ada.dua pilthan langkah yang ada, yaitu
langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi
kebijakan derivat atau turumanidart Kebijakan publik tersebut. Rangkaian
implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke
proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim
dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan
berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan
akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah,
masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van_Horn (dalam Budi Winarno, 2008: 146-147)
mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam
keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha
untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional
dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk
mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan
kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai
tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi

kebijakan, salah satunya adalah teori George C. Edward Edward Il (dalam
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Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan

dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a. Komunikasi.

2mentasi  kebijakan
@. ‘ p

ﬂ Ijakan harus
bl

' Ai keberhasi
g t‘““\mpﬁg\“ 0

e

ARNALNY

tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki
sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka
proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif;

d.  Struktur  Birokrasi, struktur  organisasi yang  bertugas

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan
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terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi
adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung

8: 181), sumber-
sumber y keahlian yang
baik untuk asilitas-fasilitas
yang dipe kertas guna
melaksanaka enurut Edwards

(dalam Budi V a ke utama, yakni

<o
13? gaman dalam bekerjanya
L\ e

ebar luas. Sedangkan fragmentasi

para pelaksana serta . @‘
organisasiorganisasi yang ko
berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite
legislatif, kelompokkelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi
negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.
Indikator implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menurut Edward I11, menurut Edward 111 implementasi mencakup indikator :
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a.  Komunikasi
Komunkasi dalam penelitian ini adalah upaya organisasi membuat

dan membangun sistem yang akan menjadi wadah pengembangan

yang mengikat

am penanaman

2.1.4. E-Government

Electronic Government atau e-Government adalah penggunaan teknologi
informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi
warganya.

Menurut Indrajit (2006: 11), dapat dilihat beberapa tipe hubungan yang

terjalin antara pemerintah dan masyarakat, antara lain sebagai berikut :
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Government to Citizen (G2C) merupakan sebuah tipe dari hubungan

pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat

memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan

pemerintah dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan agar para
pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan
Kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada
salah satu institusi pemerintah;

Government to Non-Profit (G2N) ialah sebuah tipe hubungan antara

pemerintah dengan Lembaga atau Institusi Non-Profit, seperti NGO,
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Partai Politik, dll. Hubungan ini bertujuan agar lembaga atau institusi

non-profit dapat di kelola dengan baik, sehingga tujuan lembaga atau

institusi ini dapat terwujud sesuai dengan fungsi dan wewenangnya

terkait untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan publik;
Menjamin transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah;
Sistem pengembangan Kkarir pegawai pemerintah yang selain
bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya
manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi,

demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan.
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Pemerintah pusat sangat mendukung dan mendorong pemerintah daerah
untuk segera membangun e-Government. Berikut enam strategi pemerintah pusat

dalam penyusunan e-Government (Al Fatta, 2009: 34), yaitu :

secara optimal.
gkap, keamanan

alam pemanfaatan

nengembangkan industri

ormasi. Peran dunia usaha

cenderung kepada partisipasi dalam pemanfaatan e-Government
sehingga pelayanan publik tidak sepenuhnya dilayani pemerintah;

5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan

peningkatan e-Literacy masyarakat;
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6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan

yang realistik dan terukur vyaitu melalui tahapan persiapan,

pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan (Al Fatta, 2009: 34).

maupun
maupun
salahan dalam
asi  Nasional
dikator adanya

ingkat daerah

<

ujukan bagi sistem/aplikasi;

4.  Kapasitas bandwid

LA\ 2

nadai dan masih terjadi perbedaan
yang cukup besar (gap) di antara perangkat daerah;

5.  Belum adanya pusat data (data center);

6. Informasi dan penerapan keamanan informasi  kurang
mengedepankan kajian risiko, karena lebih mengedepankan

implementasi teknologi;
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7.  Sebagian hak cipta dipegang oleh pihak swasta, sehingga

ketergantungan terhadap pemegang hak cipta sangat tinggi.

Permasalahan tersebut di atas menjadikan pegembangan dan pengelolaan

AR

%
-
<

melindungi sege

kemampuan ekonominy U,-e=Government haruslah menjadi

0
Ingee
salah satu pranata yang dapat me amampuan perekonomian Indonesia
dan bukan malah menambah masalah (Sun’an Muammil & Senuk Abdurrahman,
2015: 67).
Berbagai peraturan yang melahirkan beraneka ragam sistem informasi
yang harus diselenggarakan oleh instansi pemerintah tersebut menjadi penyebab

permasalahan dalam bidang e-Government, karena tiap undang-undang seolah-

olah memberikan semacam kekuasaan kepada instansi pelaksananya untuk
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merancang, membangun, dan menyelenggarakan sistem informasinya secara

sendiri-sendiri tanpa perlu terintegrasi dengan instansi selain dirinya. Persoalan-

persoalan ini kemudian lahir ketika tiap-tiap instansi tersebut menetapkan kode

Abdurrah

Ko
instansi pelaksa j g _- -_ ‘tidak mau ke nnya dikurangi
atau diintery in ‘
dasarnya telah berupa atasi se engan membentuk
Detiknas. Na NG 3 arki atu ang tuk Detiknas itu

lebih  renda daripada a maka tidaklah

Dalam kaitannya dengan kapasitas kelembagaan, penyebab
permasalahan dalam bidang e-Government adalah tidak adanya keseragaman
kelembagaan yang melaksanakan tugas di bidang e-Government. Pada tiap-tiap
instansi pemerintahan, hampir setiap unit/satuan kerja dapat membuat sistem
elektronik dengan menggunakan anggaran negara, baik di pusat maupun di daerah

(Sun’an Muammil & Senuk Abdurrahman, 2015: 68).
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Akibatnya, dalam satu instansi terdapat lebih dari satu sistem elektronik,
padahal fungsi aneka sistem elektronik tersebut sama. Seharusnya agar efisien,

harus ditegaskan mana unit/satuan kerja yang bertugas merancang, membangun,

ang bertugas untuk

.b @ a Rahardjo,

kemudian menge or da ‘ e endiri dan sporadis,
sehingga jara ali sum ) ernal instansi
pemerintah
penyelenggara

profesional,

yang seolah-olah sengaja tidak mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan
publik di institusinya. Ada kemungkinan bahwa pimpinan institusi tersebut
memiliki  kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga tidak mau
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di institusinya.

Padahal seharusnya setiap pimpinan institusi menyadari bahwa pemanfaatan
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teknologi informasi dan komunikasi dapat memperkecil peluang korupsi dan
kolusi, mempermudah masyarakat, menghimpun data dan pengetahuan, dan aneka

manfaat positif lainnya (Fadlan Ahmad, 2020: 56).

dan dem 4, dan_urgen M | tantangan

inefisiensi

mereka kenal, mereka asi-yang mereka dapatkan pada

Q&‘\\"’

dinding-dinding gua, tentang be atang buruannya. Sampai saat ini
teknologi informasi terus terus berkembang tetapi penyampaian dan bentuknya
sudah lebih modern.

Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (hardware, software,
useware) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah,

menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara

bermakna (Bambang Warsita, 2008: 135).
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Teknologi informasi diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang

informasi yang berbasis komputer dan perkembanganya sangat pesat (Lantip dan

Rianto, 2011: 4).

menyusun,

menyimpa manipulasi i , enghasilkan

informasi tepat waktu.
2knologi  yang
digunakan menggunakan

informasi da

mendapat lagi, memancar/mengantarkan dan menerima informasi (Behan dan

Holme dalam Munir, 2009: 31).

2.1.6. Konsep Perencanaan

Perencanaan memiliki peran strategis bagi kepentingan publik sebagali

sebuah tindakan yang rasional dan ilmiah. Pengertian perencanaan dan kegiatan
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perencanaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia baik secara

individu maupun kelompok, fungsi dan kedudukan perencanaan, serta

perencanaan sebagai bagian dari proses publik. Kegiatan perencanaan memiliki

pembangung
bertanggun

mempunyai

keuntungan maksimal baik dari sisi waktu maupun kualitas.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan Good Governance dapat
diwujudkan melalui Electronic Government for Good Governance Yyang
terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat. Hal ini

bertujuan agar infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang akan
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dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan koordinasi
dengan seluruh instansi, baik di pusat maupun di daerah.

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) adalah

A-PPAS),

Sementara

dengan m at, tepa . al erkandung dalam

Peraturan Mente ala egeri No. 54 Te 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Tatacara
Penyusunan Pembangunan

Daerah.

diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.
Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir, apabila rencana
tersebut telah ditetapka maka rencana tersebut harus diimplementasikan. Setiap
saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin
melakukan modifikasi agar tetap berguna. “Perencanaan kembali” kadang-

kadang dapat menjadi faktor kunci suksesnya pencapaian akhir. Oleh karena itu
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perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas, agar mampu
menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin.

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang apa yang

efektif.

sehingga

avaen!

organisasi $
kegiatan sel

data keuange

\ i)
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>

perencanaan.

Faktor waktu mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perencanaan
dalam tiga hal. Pertama, waktu sangat diperlukan untuk melaksanakan
perencanaan efektif. Kedua, waktu sering diperlukan untuk melanjutkan setiap
langkah perencanaan tanpa informasi lengkap tentang variabel-variabel dan

alternatif-alternatif, karena waktu diperlukan untuk mendapatkan data dan
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memperhitungkan semua kemungkinan. Ketiga, jumlah atau rentangan waktu
yang akan dicakup dalam rencana harus dipertimbangkan.

Demikian juga halnya dengan rencana jangka pendek, menengah dan
panjang. Rencanasrencana jangka.pendek (short-range plans).mencakup berbagai
rencana-dari satu hari sampai satu tahun; rencana-rencana jangka menengah
(intermediate-range plans) mempunyai rentangan waktu antara beberapa bulan
sampal tiga tahun; dan rencana-rencana jangka panjang (long-range plans)
meliputi kegiatan-kegiatan selama dua sampai lima tahun, dengan beberapa
rencana yang diproyeksikan 25 tahun atau lebih dimasa yang akan datang.
Perencanaan jangka panjang biasanya berkenaan dengan perencanaan strategik.

Karena jangka waktu yang berbeda-beda antara satu organisasi dengan
organisasi lain, maka sulit menentukan cara tepat suatu rencana tertentu sebagai
rencana jangka panjang, menengah atau pendek. Rencana juga berubah dari
jangka panjang menjadi jangka pendek sesuai dengan perjalanan waktu. Faktor
waktu lainnya yang mempengaruhi perencanaan adalah seberapa sering rencana-
rencana harus ditinjau kembali dan diperbaiki. Hal.ini tergantung pada sumber
daya yang tersedia dan derajat ketetapan perencanaan manajemen. Hubungan
yang sering dijumpai adalah apabila semakin panjang jangka waktu suatu
rencana, maka semakin panjang periode untuk peninjauan kembali dan
perbaikan. Juga, semakin penting rencana terhadap keberhasilan organisasi,
semakin diteliti dan diperhatikan.

Strategi adalah program umum untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi

dalam pelaksanaan misi. Kata “program” dalam definisi tersebut menyangkut



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

45

suatu peranan aktif, sadar dan rasional yang diperankan oleh manajer dalam
perumusan strategi organisasi. Strategi memberikan pengarahan terpadu bagi

organisasi dan berbagai tujuan organisasi, dan memberikan pedoman

Bahasa : t€ma 0 ‘2 : emudahkan dalam
menggamba eraksi : | :‘ c Si sering
digunakan dalam agai bidang, s ja_maknanya 3 erbeda-beda sesuai
dengan bida

sekumpulan b

’&\' lbungan antara setiap ciri

atuan yang berfungsi. Sedangkan

Q .
obyek, secara keseluru @ h“‘
menurut Indrajit, sistem adala komponen-komponen yang saling
memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.

E-Planning atau sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
adalah sebuah alat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Renja-OPD, dan RKPD agar dapat
terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dalam penyusunan dokumen

perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017
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tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

digunakan untuk

pengolahan data da evaluasi dokumen

analisa yang sangat penting bagi para stakeholder. E-Planning menjadi alat bantu
BAPPEDA dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah serta selaku koordinator dalam penyusunan
program kerja OPD sehingga secara umum tujuan penyusunan sistem informasi

perencanaan pembangunan daerah adalah :
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1.  Menghasilkan program perencanaan dan pembangunan daerah, yang
terintegrasi dalam sistem on-line dan off-line. Terciptanya interaksi

dan sistem informasi yang melebarkan hubungan antara pemerintah

g
. (HSPK andard Biaya (ASB);
<>

- . . ‘ “‘{.,* rembuk  warga,

musrenbang kelura

“Zs

pang kecamatan, forum OPD sampai
dengan Penyusunan Pra-Rencana Kerja Anggaran (Pra-RKA) OPD;

3. E-Pokir, yaitu aplikasi pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti;

4.  Perencanaan Berkelanjutan, yaitu aplikasi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM), Renstra dan Renja-OPD.
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2.1.8. Penelitian Terdahulu

Untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan

e<Planning ini, maka penulis.melakukan telaah terhadap

ktifitas sistem

Perencanaan
sebagian besar
anisasi Perangkat
tersebut tampak

terkunci  dan

Perangkat Daerah, karena adanya pertanggungjawaban mengintegrasikan
antara program yang diusulkan dengan alokasi anggaran, sehingga adanya
kesinergisan antara sistem aplikasi lama dengan sistem aplikasi e-Planning

yakni berfungsi sama mengusulkan program prioritas.
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Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan e-Planning dan e-Budgeting
Pada Pemerintah Daerah (Study Kasus Pada Pemerintah Kabupaten

Bengkalis)” oleh Virginia Ningsih, Ria Nelly Sari dan Muhammad Rasuli.

e

(1

kabupaten Gianyar tahun 2018-2023 telah mengadopsi sistem perencanaan
pembangunan terintegrasi sesuai yang dikemukakan oleh Geyer di mana
setiap fasenya bersesuaian dengan tahapan pada Permendagri Nomor 86
Tahun 2017. Setiap tahapan penyusunan Rencana Pembangungan Jangka
Menengah Daerah pada Permendagri tersebut sudah merupakan bagian

dalam fase sistem perencanaan pembangunan terintegrasi, walaupun pada
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setiap tahapannya tidak berurutan dalam setiap fase. E-Planning berperan
pada fase nol (persiapan) dalam mengumpulkan data dan iformasi

pembangunan yang diterapkan oleh peraturan, fase dua (strategi) pada saat

yaitu

Pembangunan Daerah Kota Serang” oleh Dian Purnama Sari Dhamayanti.
Di mana hasil penelitian yang diperoleh yaitu di mana deskripsi hasil
penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti dapatkan
langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti
gunakan yaitu menggunakan teori penerapan e-Government. Di mana

dalam teori ini memberikan tolak ukur atas komponen-komponen penting
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yang harus dipertimbangkan dalam melakukan strategi untuk mencapai

tujuan yang diinginkan.

Penelitian berjudul “Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Dalam

Penelitian ini menemukan dalam penerapannya pemanfaatan sistem
e-Planning sudah dilakukan dengan baik namun terdapat beberapa
hambatan yaitu, sumber daya manusia yang belum merata pada
perencanaan  pembangunan  daerah, inkonsistensi  perencanaan
pembangunan karena tekanan politisi dan seringnya perubahan yang

terjadi. Adapun cara BAPPEDA Kota Medan untuk mengatasi hambatan
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tersebut dengan melakukan pelatihan, diberlakukannya e-Planning dan

mengikuti perubahan yang ada dengan cepat dan tepat.

Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan e-Planning Pada Badan

dengan kapasitas jaringan yang terbatas, over capacity access sehingga
menyebabkan operator menunggu beberapa saat untuk dapat login,
terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang
pemograman, masih terdapat banyak usulan yang tidak terakomodir

dengan baik.
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Penelitian yang berjudul “Penerapan E-Planning dalam Perencanaan dan
Penganggaran Kegiatan Pembangunan Daerah (Studi pada Badan

Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar”, oleh Nuravita,

egi perencanaan juga

m\\\ .@
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Kerangka Berpikir

Berikut adalah gambaran dari hubungan variabel penelitian yang akan diteliti

Administrasi

A4

Organisasi

v

Manajemen

v

Sistem e-Planning

v

Implementasi

V.

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur-Birokrasi

2

r

Menghasilkan program perencanaan dan pembangunan daerah, yang terintegrasi
secara bertahap untuk meningkatkan citra aparat pemerintah

Terciptanya kemudahan bagi aparat pemerintah dalam mendapatkan informasi
Terciptanya interaksi.dan sistem informasiwyang melebarkan hubungan antara
pemerintah daerah dan masyarakat.

Terciptanya kemudahan bagi aparat-pemerintah dalam mendapatkan informasi
tentang rencana pembangunan pemerintah daerah.

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2021
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2.3. Konsep Operasional

Definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu

fenomena sosial atau.alami disebut juga dengan_kensep. Konsep mempunyai

dnsep dan agar

tujuan pe embatasi dan
mengopera; sep-kons : 3 elitian, yang mana
konsep-ko

1. dminis keseluruhan 3 antara dua orang

3. anfaa - e an manfaat yang

st

tugasnya, penguku dasarkan intensitas pemanfaatan,

asi dalam melaksanakan

frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak
yang digunakan;

4. Rencana adalah hasil dari proses perencanaan dokumen-dokumen
yang menunjukkan berbagai detail konfigurasi ruang dan
infrastruktur yang diinginkan dari perkembangan kota di masa

depan;
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5. Planning adalah kegiatan awal dari sebuah pekerjaan dalam bentuk

memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan agar mendapat

hasil yang optimal;

abstrak yang
ling berkaitan,

luruhan bersatu

JJJJJ

kertas/manual sebagai sistem perencanaan konvensional.
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Adapun indikator yang dioperasionalkan dalam penelitian “Implementasi
Sistem e-Planning pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kepulauan Meranti” ini adalah indikator implementasi berdasarkan konsep

<>

ML

|

nikasikan kepada

SRS NN
=85

. 1‘&‘3‘\ :

perasionalkan di

ARG

alisasi yaitu :

e.  Biaya Sosialisasi;
f. Narasumber; dan

g. Media Sosialisasi.

2. Sumber Daya merupakan salah satu faktor penting dalam

implementasi  kebijakan atau program karena bagaimanapun
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kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk menjalankan
kebijakan secara efektif.

Di mana sub indikator yang akan dioperasionalkan dalam penelitian

g pelaksanaan
ontoh ruangan

erta jaringan yang

2 \\\\
" -
“-‘ ‘

J

c
>
3
c
~
3
@D
>
[ S—
=)
QD
>
Py
QD
>

ﬁ ‘ ‘ 1a ke pan saja tidak cukup tanpa
LA\ g

kesediaan dan ko elaksanakan kebijakan.

Adapun indikator yang dioperasionalkan adalah :

a.  Sikap implementor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
b. Bagaimana kerjasama para implementor dalam mendukung

keberhasilan implementasi Sistem e-Planning.
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Struktur Birokrasi yang berhubungan dengan kemampuan dan

kriteria organisasi pelaksana yang menjadi penyelenggara

implementasi kebijakan.
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Kegiatan Penelitian
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Implementasi

Sistem E-Planning pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Implementasi adalz | Implementasi_| 1
i N N
STty S

Y

kebijaksan
mencakup

Sosialisasi Sistem
e-Planning

a. Waktu
Pelaksanaan
b. Tempat
Pelaksanaan
c. Materi yang
disampaikan
d. Peserta
Sosialisasi
e. Biaya
Sosialisasi
f. Narasumber
g. Media
Sosialisasi

1. Kualifikasi
a. Pendidikan
Terakhir

2. Kompetensi
a. Masa Kerja
b. Pengalaman
Kerja
c. Pendidikan/
Pelatihan

3. Fasilitas
a. Ruangan
b. Peralatan
c. Jaringan

3.Disposisi

1. Sikap
implementor
dalam
melaksanakan
tugas dan
fungsinya

2. Kerjasama
implementor
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dalam
mendukung
keberhasilan
implementasi
Sistem
e-Planning.

1. Mengadakan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
kebijakan

2. Berjalannya
koordinasi
dan
kerjasama
yang
konsisten
antara tim
e-Planning
dan
pengguna.
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METODE PENELITIAN

3.2.  Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih
jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan
penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian

adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian

62
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terletak di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan

Meranti yang beralamat di Jalan Johari Dagang, Komplek Perkantoran Terpadu

Dorak, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

3.3.

3.4.

dan diterima
134). Data ini

ara, observasi,

Perencanaan Pembang Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut

menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang
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kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya (Arikunto Suharsimi, 2010:
134).

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek

-
o
‘ﬂ A
P
B
P

o
g
bl
4

Sistem e-Planning di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kepulauan Meranti.

2. Metode Wawancara (Interview)
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

65

atas pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur,

di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang

menggali data terkait
pelaksanaan imple stem' e ning di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun informannya
berjumlah 12 orang yang terdiri dari beberapa orang pengguna sistem
e-Planning yang bertugas sebagai pengawas ataupun admin, dan beberapa
operator Organisasi Perangkat Daerah yang dipilih berdasarkan hubungan dan
interaksinya dengan pemerintahan desa dan masyarakat secara langsung.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan

Meranti”

Kepulauan Meran

c. Dinas Pemberdayaan 1
Masyarakat Desa Kabupaten
Kepulauan Meranti

Total 11
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3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang

tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

-Planning, di
ing, dokumen

iten Kepulauan

3.5.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki
lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution
menyatakan: “Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah,
sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin,



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

68

teori yang grounded. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih
difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data.

Analisis data versi Miles dan Huberman (2005: 45), bahwa ada tiga alur

an perhatian

data ‘kasar”

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir
penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan
melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran
kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan.

Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran,

kecocokan, dan kekokohannya. Peneliti harus menyadari bahwa
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dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik,

yaitu dari kacamata key information, dan bukan penafsiran makna

menurut pandangan peneliti (pandangan etik).
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Kepulauan Mer . ersa ek : aten Kepulauan
Meranti pada*1a e an Pembangunan
Daerah Kabupa epuls M ad ac knis di lingkungan

. F & "
Pemerintah Da 3 1 Kepulauan Merz Ksanakan urusan

4.2.  Struktur Organisasi Bada erencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kepulauan Meranti

Struktur atau susunan organisasi di BAPPEDA Kabupaten Kepulauan
Meranti terdiri dari beberapa bagian dan bidang seperti yang dapat dilihat berikut
ini:

1.  Kepala;

70
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Sekretariat, terdiri dari :
a.  Sub Bagian Perencanaan Program;

b.  Sub Bagian Keuangan; dan

a.  Sub Bidang Perekonomian;

b.  Sub Bidang Sumberdaya Alam; dan

C. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

Bidang Penelitian dan Pengembangan (Bidang LITBANG), terdiri
dari :

a.  Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
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b.  Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan

c.  Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;

Daerah ‘ 3 e d an dalam bagan

berikut dib

BII
PERENCAN,

Kabupaten Kepulauan Meranti

4.3.  Fungsi dan Tugas Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Kepulauan Meranti mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di
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bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

ngsi sebagaimana

St 'o,.
o

enunjang Urusan

canaan, penelitian

4.4.  Sumber Daya Organisasi

Sumber daya organisasi merupakan salah satu faktor yang sangat berperan
penting dalam mewujudkan tujuan organisasi. Pegawai yang berkualitas dan
profesional sangat diharapkan untuk mempercepat dan menjamin tercapainya

tujuan dan fungsi organisasi yang ditetapkan.
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Sumber Daya Manusia atau SDM juga memegang peranan penting dalam
keberhasilan implementasi suatu kebijakan di dalam sebuah organisasi. Lebih

lanjut SDM yang handal juga merupakan ciri dari kepemerintahan yang baik

Perencanaan
Pendidikan

. 6 Orang
:17 Orang
: 0 Orang
: 4 Orang
Fungsional : 1 Orang
Tertentu
Fungsional Umum : 9 Orang SLTP/sederajat : 0 Orang
Tenaga Harian : 18 Orang SD/sederajat : 0 Orang
Lepas

Pelaksanaan roda organisasi BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti

didukung oleh 28 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 18 orang Tenaga
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Harian Lepas (THL) atau yang dikenal dengan sebutan Tenaga Honorer.
Sedangkan berdasarkan komposisi laki-laki dan perempuan, terdiri dari 14 orang

(50%) ASN laki-laki dan 14 orang (50%) ASN perempuan, dan untuk Tenaga

Kelamin
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SD/SLTP/SLTA hampir semuanya merupakan THL.
Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai BAPPEDA yang relatif
tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja di

BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti secara umum.
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KOMPOSISI ASN BERDASARKAN GOLONGAN

Gambar 4. S A s | junan Daerah

Es.IlI Es.IV Fung. Honorer
Umum

Gambar 4.5. Komposisi ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Jabatan
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Kantor BAPPEDA terletak di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan
Johari Dagang dengan luas bangunan 510 m2 Untuk menunjang Kinerja
pelayanan ASN di lingkungan Kantor BAPPEDA, sarana dan prasarana kerja
disebar di sekretariat dan bidang-bidang. Adapun kondisi.keadaan sarana dan

prasarana kerja tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2. Sarana dan.!“prasarana kerja///di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

1 Kendaraan Roda Empat 7/
2 Kendaraan Roda Dua 17
3 Gerobak Dorong 3 2 Rusak
4 GPS 2
5 Mesin Tik 2 2 Rusak
6 Mesin Foto Copy:. 1
7 Lemari Besi 29
8 Filling Kabinet 36
9 Brankas Besi 1
10 Lemari kayu 15 6 Rusak
11 Lemari Kaca 2
12 Lemari Makanan 2 1 Rusak
13 Lemari Buku 5
14 Rak Besi Arsip 1
15 Whiteboard 5 1 Rusak
16 Papan data 2
17 Mesin Penghancur Kertas 5 2 Rusak
18 Papan Nama Instansi 1
19 Papan Nama Satuan 1
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Rusak

64
65 Rusak
66
67 4 Rusak
68 Sangkur 4 Rusak
69 Meja Tenis Meja 2 1 Rusak

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana dan prasarana yang

ada di lingkungan kantor BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai

pendukung terlaksananya operasional kantor dengan baik telah cukup memadai.
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BAB V

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

ditentukan
2neliti  dapat

i. Dalam

sebagai informe : . orang ‘man erkaitan secara
langsung dalam pelaksanaan  sistem e PPEDA  Kabupaten

Kepulauan

2.  Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah BAPPEDA Kepulauan Meranti, sebagai pengawas dalam

evaluasi pelaksanaan sistem e-Planning.

3.  Admin Pusat e-Planning vyaitu Kepala Bidang Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah beserta Kepala

81
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Sub Bidang dan staf intinya, terkecuali Kepala Sub Bidang
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Dalam penelitian ini hanya dilakukan wawancara pada salah

‘i rastruktur dan
A gl

d

seorang operator saja.

6.  Tim Pengembang Sistem e-Planning yang berjumlah tiga orang, antara
lain, yaitu :

a. Analis Sistem bertanggung jawab atas penelitian,

perencanaan, pengkoordinasian, dan rekomendasi pemilihan

sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem;
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b. Ahli Database bertanggung jawab dalam mengelola basis data
dan informasi yang tersimpan secara sistematik sehingga bisa

digunakan secara efektif dan efisien;

memperbaiki dan

SO ynantt ")) %
b @Mdfs Bsqalp P@%

implementasi
an wawancara
e dalam sistem

(Setwan), Dinas

Pemberdayaan Masya



84

52. Implementasi Sistem E-Planning pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

5.2.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting.yang menentukan
keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu implementasi kebijakan publik. Di mana,
penyaluran komunikasi yang: batk-akan menghasilkan implementasi yang baik pula.
Begitu juga dengan kejelasan komunikasi yang diterima oleh implementor harus
jelas dan perintah yang diberikan juga tidak sering berubah-ubah. Dalam
implementasi sistem e-Planning, komunikasi adalah salah satu faktor penting yang
mendukung efektifnya sistem yang digunakan. Berikut adalah tanggapan dari

informan penelitian :

“Implementasi Sistem e-Planning sudah dilaksanakan sosialisasi
terkait kebijakannya.-Aplikasi ini kan diluncurkan pada akhir tahun 2016
ya. Jadi tahun 2017 itu ada'sosialisasi yang dilakukan di BAPPEDA
Kabupaten Kepulauan Meranti. adapun narasumbernya itu dari tim
BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti langsung ya. Ada tim IT nya.
Untuk peserta itu seluruh OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, saat itu
sosialisasinya secara langsung atau tatap muka”. (Wawancara bersama
Batam Saputra, Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Setwan Kabupaten
Kepulauan Meranti)

Dari penuturan yang disampaikan oleh Batam di atas, didapatkan
informasi bahwa BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti sudah melakukan
sosialisasi terkait aplikasi sistem e-Planning. Adapun sosialisasi tersebut
melibatkan semua pihak yang berkepentingan menggunakan aplikasi sistem
e-Planning tersebut. Hal yang sama juga turut disampaikan oleh informan berikut

ini:
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“Sepengetahuan saya selama di BAPPEDA terkait e-Planning ini
sudah dilakukan sosialiasi ya. Ini kebetulan e-Planning sampai tahun 2021
ini e-Planning ini dibangun oleh internalnya BAPPEDA. Menggunakan
jasa atau narasumber dari lingkungan akademisi atau pihak Kketiga.
Sebenarnya ini diperuntukkan untuk internal BAPPEDA dulu ya. Setelah
itu baru ke.OPD daerah. Kalau awal-awal tentu ada beberapa tahapan ya.
Mereka juga. menyesuaikan diri ya. Kita adakan juga.simulasi untuk
mensosialisasikan lebih lanjut. Jika kasubagnya belum berganti mungkin
mereka sudah mahir ya. Namun kan pasti ada pembaruan anggota ya.
Tentu sebuah program ‘pasti ada ya ‘perubahan anggotanya”. (Wawancara
bersama Erwin. Suhanda, Admin Bidang PRM, BAPPEDA Kabupaten
Kepulauan Meranti)

Berdasarkan wawancara dengan informan di atas diketahui bahwa selaku
admin bidang  PPM beliau turut mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh
BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti. Informan juga menyampaikan
bahwasanya e-Planning dibentuk oleh internal BAPPEDA Kabupaten Kepulauan
Meranti, jadi ketika diadakan sosialisasi maka narasumbernya adalah dari tim
internal BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti itu sendiri dengan bantuan
pihak akademisi.

Erwin selaku informan menyampaikan bahwa pada awal mula sistem e-
Planning diperkenalkan memang ada kendala seperti susahnya OPD beradaptasi.
Namun kendala tersebut bisa di atasi seiring waktu berjalan. Berikut pula

tanggapan informan lainnya :

“Sosialisasi ada ya. ltu setiap tahun memang ada disosialisasikan.
Karena setiap tahun ada pengembangan-pengembangan ya. Jadi selalu
disosialisasikan. Untuk sosialisasi itu tatap muka secara langsung dan
mungkin untuk beberapa tahun terakhir ini diadakan secara zoom meeting
juga ya. Setau saya narasumber itu dari BAPPEDA Kabupaten Kepulauan
Meranti langsung. Peserta pastinya OPD ya se-Kabupaten Kepulauan
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Meranti”. (Wawancara bersama Akmal Fuadi, Analis Sistem Tim
Pengembang Sistem e-Planning)

Dari penuturan Akmal di atas diketahui bahwasanya sosialisasi dalam
perkenalan sistem e-Planning dilakukan secara tatap muka pada umumnya. Hal
yang sama juga turut disampaikan oleh informan berikut :

“Kalau sosialiasi‘ada. Itu-setiap tahun dan setiap ada pembaharuan
fitur kita sosialisasikan ya. Untuk sosialisasi 4tu bisa tatap muka dan
tentunya melibatkan semua OPD. Dalam sosialisasi itu tidak ada pungutan
biaya. Itu dari BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti langsung ya”.
(Wawancara bersama Muhammad Sakinul Wadi, Sekretaris BAPPEDA
Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan wawancara dengan Sakinul Wadi diketahui bahwa
BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti selalu mengadakan sosialiasi terkait
adanya pembaruan sistem atau pembaruan fitur. Hal ini dilakukan agar
pengembangan aplikasi yang dilakukan, tersampaikan dengan baik kepada semua
OPD dan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal yang sama turut diutarakan oleh
informan  berikut:

“Sosialisasi ada. Hasil dari sosialisasi pun sepertinya sudah
tersampaikan dengan baik kepada. pihak-pihak terkait ya. Buktinya itu
semua OPD sudah menerapkan sistem e-Planning dengan baik”.
(Wawancara dengan Iman Firdaus, Ahli Database Tim Pengembang Sistem
e-Planning)

Dalam wawancara di atas informan menyampaikan bahwasanya sosialisasi
telah dilakukan dengan baik dan tersampaikan dengan baik serta dinilai tepat

sasaran. Hal ini dibuktikan dengan sudah diimplementasikannya sistem
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e-Planning oleh semua OPD. Hal yang sama turut disampaikan oleh informan

berikut :

“Untuk sosialisasi ada, itu diwadahi oleh BAPPEDA ya. Untuk
pelaksanaan ada yang secara tatap gdan ada yang secara zoom

.% informasi
508 alisasi terkait
pengembanga kasi siste 1 zoom meeting.
Selanjutnya

ada sosialisasi.
ara tatap muka
Baidowi, Staf

dibenarkan oleh informan berikut

“Untuk sosialisasi itu sudah ya. Sosialisasi juga tersampaikan dengan
baik kepada semua pengembang, operator dan OPD. Ini artinya tahapan
sosialisasi sudah dilakukan dengan baik karena buktinya semua pihak
terkait sudah menerapkan e-Planning dengan baik”. (Wawancara dengan
Rian Hidayat, Operator Sistem e-Planning)

Hal yang sama juga turut dibenarkan oleh informan berikut :
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“Untuk sosialisasi sudah dilakukan ya. Itu kalau tidak salah pada
tahun 2018. Sosialisasinya dilakukan di ruang rapat BAPPEDA. Adapun
narasumbernya ketika itu adalah tim teknis e-Planning. Untuk peserta
setau saya semua OPD ya dan juga staf pejabat BAPPEDA yang
bersangkutan. Ketika itu sosialisasi dilakukan secara tatap muka”.
(Wawancara dengan-Ulil Amri, Staf Bagian Program DPMD Kabupaten
Kepulauan Meranti)

Dari _penuturan informan-di atas, penulis. menangkap bahwa setiap OPD
menerima sosialisasi dalam waktu yang berbeda-beda. Dari awal implementasi
e-Planning di-tahun 2017, setiap OPD mendapatkan sosialiasi yang berbeda-beda.
Ada vyang mendapat sosialisasi dari awal e-Planning diimplementasikan
BAPPEDA dan ada juga seiring pengembangan e-Planning dilakukan. Hemat

peneliti tersebut didukung oleh tanggapan informan berikut ini.;

“Kalau sosialisasi sudah ya, ketika mendapatkan sosialisasi saat itu
di tahun 2016. Itu di.BAPPEDA dilantaidua. Adapun narasumberya itu
adalah tim ahli atau tim/ T dari/Naga Sakti ya. Jadi pihak ketiga gitu”.
(Wawancara dengan Kbhairi, Kasubbid Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan, Bidang PPE, BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara di atas, diketahui
bahwa narasumber dalam sostalisasi-e-Planning adalah dipimpin dan diarahkan
langsung oleh tim ahli atau tim IT e-Planning BAPPEDA, dengan didampingi

oleh pihak ketiga dari Naga Sakti. Berikut pula tanggapan informan lainnya :

“Kalau sosialisasi itu diadakan setiap tahun oleh BAPPEDA. Jadi
setiap ada pengembangan itu disosialisasikan. Untuk sementara sejak ada
covid ini sosialisasi diadakan dalam bentuk zoom meeting”. (Wawancara
dengan Rifkie Hanindiyo, Admin Bidang PSIK, BAPPEDA Kabupaten
Kepulauan Meranti)
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan dari hasil analisa wawancara di
atas maka peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh

BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti sudah tersampaikan dengan baik dan

ang

penting dalam
keberhasila satu indikator

sumber daya a pegawai, dan

=4
o

fasilitas lain penelitian ini

a
&
4
o
dal
berkenaan d "‘ Perencanaan

Pembangunan

Dalam . B EDA Kabupaten

q <o
adalah unsur krusial dalam Q ,,‘“""' goperasian sistem. Berikut
LI\

tanggapan informan terkait hal te

“Saya pendidikan terakhir itu S1 Akuntansi ya. Saya bekerja dan
menggunakan sistem e-Planning itu sudah hampir lima tahun ya. Sejak
2017 kan ini sudah diimplementasikan, nah dari semenjak itu lah
sepertinya. Kalau pengalaman saya pribadi sebagai user, e-Planning kan
secara umum diperuntukkan untuk penganggaran ya. Penganggaran itu kan
ada kalender-kalender penganggarannya ya, atau ada tahapan-tahapan
dalam penganggaran ya. Ada target-targetnya lah ya, jadi dengan
e-Planning ini kita sudah terstruktur gitu ya. OPD ini sudah terjadwalkan,
jadi memudahkan kami menyusun anggaran. Kalau untuk kendala
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mungkin lebih ke jaringan ya. Karena aplikasinya dibantu jaringan internet
ya. Jika jaringan bagus Insya Allah tidak ada masalah ya. Untuk
pendidikan dan pelatihan khusus memang tidak ada ya. Sejauh ini dari tim
BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti kualitasnya sudah sangat bagus
ya. Misalkan kami mendapatkan kendala dalam pengaplikasian e-Planning
lalu kami bertanya ke. BAPPEDA SDM-nya sudah.sangat bagus ya. Dan
mercka cepat tanggap juga”. (Wawancara. bersama Batam Saputra,
Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Setwan Kabupaten Kepulauan
Meranti)

Berdasarkan wawancara bersama informan di atas, informan adalah salah satu
user e-Planning. Batam menuturkan bahwa sudah bergabung dengan tim
e-Planning sejak tahun 2017. Dari tahun 2017 sangat banyak pengalaman yang
mungkin sebagian besar adalah pembelajaran bagi ©OPD dan user khususnya.

Menurut informan penelitian, pengalaman terbaik yang didapatkan oleh OPD
dari sistem e-Planning adalah terbantunya penyusunan anggaran yang telah
terjadwalkan melalui e-Planning. Menurut_ informan, sistem e-Planning sangat
memudahkan user dan OPD dalam penyusunan anggaran. Memang pada awal
implementasinya setiap user dan OPD merasa kesulitan karena masih dalam tahap
penyesuaian, namun seiring waktu OPD merasa sangat terbantu dengan sistem e-
Planning.

Dalam praktik penggunaan sistem e-Planning, OPD memang tidak
mendapatkan pendidikan khusus atau pelatihan khusus. Dari informasi yang
didapatkan, OPD mengikuti arahan dan petunjuk penggunaan dari BAPPEDA
Kabupaten Kepulauan Meranti pada saat sosialisasi aplikasi dilakukan. Jadi OPD
lebih sering mengacu kepada buku panduan penggunaan. Batam Saputra menuturkan

bahwa tim nya secara teknis sudah memahami pengoperasian sistem e-Planning.
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Selain itu menurut Batam Saputra sebagai user, mereka sering meminta pendapat
admin e-Planning BAPPEDA jika ada missing sistem, dan pengakuan dari informan
ini, menurut beliau SDM e-Planning BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti
sudah sangat baik..Berikut pula-penuturan dari.Erwin Suhanda.selaku Admin Bidang
PPM :

“Saya sendiri berlatar belakang pendidikan S2 Ekonomi Pembangunan
ya. Saya sudah bergabung dengan tim e-Planning itu sejak tahun 2017 jadi
sudah mau lima tahun kerja. Untuk pelatihan itu dari pihak kantor saja ya.
Kalau berkiblat ke kementerian atau ranah provinsi itu tidak ada. Tapi ada
pihak ketiga, seperti dari akademisi ya. Selama menjadi admin PPM, menurut
saya OPD nya kurang bertanggung jawab saja ya. Ya seperti mereka selalu
telat dalam mengirimkan rancangan-rancangannya begitu ya. Secara
keseluruhan tim sudah oke sih”. (Wawancara bersama Erwin Suhanda,
Admin Bidang PPM BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan wawancara bersama informan di atas, informasi yang didapat
adalah informan merupakan-salah_satu admin-bidang dalam hal ini bidang PPM
BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti. Erwin sendiri sudah bergabung dalam
tim e-Planning semenjak sistem tersebut digunakan pada tahun 2017. Erwin sendiri
adalah lulusan Magister Ekonomi Pendidikan, artinya sebagai admin bidang beliau
memiliki kompetensi yang bagus. Informasi dari Erwin Suhanda, semenjak aplikasi
digunakan sebagai sistem pendukung perencanaan, tidak ada pelatihan khusus untuk
user maupun admin.

Tim sistem e-Planning diarahkan langsung dari kantor BAPPEDA
Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun Erwin membenarkan ada pihak ketiga
seperti akademi. Menurut beliau kualitas SDM pengguna dan pengembang

e-Planning sudah bagus. Hal yang sama juga dituturkan oleh informan berikut :
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“Untuk latar belakang pendidikan saya itu sarjana, saya sudah
bergabung dengan tim e-Planning ini dari tahun 2017. Jadi sudah hampir 5
tahun ya. kalau SDM di dalam sistem sudah cukup. Kalau di luar sistem
itu masih kurang karena mereka punya pekerjaan lainnya ya. Saya sebagai
pengembang sistem tentu berharap seperti adanya penambahan SDM ya”.
(Wawancara® bersama.. Akmal Fuadi, Analis Sistem Tim Pengembang
Sistem e-Planning)

Dari wawancara bersama-informan dicatas diketahui bahwa Akmal Fuadi
berlatar belakang pendidikan Sarjana. Dari wawancara bersama Akmal Fuadi
menuturkan bahwa SDM dalam sistem e-Planning sudah bagus. Namun
disayangkan dalam praktiknya masih banyak OPD yang kurang bertanggung
jawab dalam pekerjaannya. Informan juga menuturkan bahwa akan sangat bagus
jika ada penambahan SDM di dalam pengembangan sistem e-Planning. Berikut
pula tanggapan dari Muhammad Sakinul \Wadi :

“Saya berlatars-belakang pendidikan, S1. Hukum Tata Negara ya.
Untuk pelatihan memang' saya. tidak ‘ada mengikuti ya. Karena di sini
posisi saya adalah pembuat kebijakan, di mana kebijakan ini nantinya akan
diteruskan melalui IT dan akan di masukkan dalam fitur-fitur yang ada di
dalam sistem e-Planning itu sendiri. Kalau menurut saya SDM pengguna
atau pengoperasionalnya sudah bagus ya. Sudah memadai, memang ada
beberapa orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam menggunakannya
ya. Akibatnya sering terlambat dalam pelaporannya. Kemudian, sebetulnya
persoalan lebih besar adalah-menindaklanjuti arahan pimpinan itu masih
terkendala ya”. (Wawancara bersama Muhammad Sakinul Wadi, Sekretaris
BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Informan dalam wawancara menerangkan bahwa kualitas pengguna
e-Planning sebenarnya sudah sangat bagus. Namun disayangkan ada beberapa
pihak yang belum bersungguh-sungguh dalam penggunaan sistem e-Planning.

Padahal sistem e-Planning diperuntukkan sebagai media yang dapat membantu
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mempercepat proses perencanaan pada OPD. Selain itu SDM juga masih banyak
yang belum mampu menerima dan menindaklanjuti instruksi dari pimpinan
sehingga banyak proses kerja yang terkendala dan tidak tuntas.

Sakinul Wadi sendiri-bertugas sebagai pembuat kebijakan yang akan
diteruskan kepada pihak IT, oleh pihak IT nantinya instruksi dari kebijakan
tersebut dimasukkan ke dalam; fitur/sistem e-Planning. Oleh sebab itu Sakinul
Wadi juga memantau kinerja dari pengguna dan pengembang sehingga ditemukan
adanya beberapa orang yang belum bersungguh-sungguh dalam penggunaan
sistem e-Planning. Berikut tanggapan informan lainnya :

“Untuk pendidikan saya itu S2 Ilmu Komputer, saya mulai
bergabung itu sejak tahun 2019. Jadi ada 2 tahunan ya saya bergabung
dengan tim. Kalau untuk pelatihan memang tidak ada ya, namun kalau
sosialisasi regulasi kami selalu diikutkan. Tapi itu tidak ada sertifikat ya.
Kalau untuk kompetensi SDM sebenarnya sudah cukup ya, namun untuk
pengetahuan dasar masih kurang ya. Seperti kualitas itu-perlu ditingkatkan.
Kemudian untuk beban/tugas, ;sebenarnya tidak sesuai dengan jumlah
SDM, karena misalkan ada instruksi hari ini, itu besok harus siap. Jadi
kami sering ada penambahan kerja di malam hari”’. (Wawancara dengan
Iman Firdaus, Staf Ahli Database Tim Pengembang sistem e-Planning™)

Iman Firdaus diketahui berlatar. belakang pendidikan magister ilmu
komputer, oleh karena itu sebagai staf ahli database beliau sudah memiliki
kompetensi sumber daya manusia yang sudah sangat bagus dalam sistem
e-Planning BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti.

Iman Firdaus juga menuturkan bahwa tidak ada pelatihan khusus untuk
pengembang ataupun OPD. Namun dalam sosialisasi regulasi baik pengembang
maupun OPD Kepulauan Meranti selalu diikutsertakan. Untuk sumber daya

pengguna sistem e-Planning, menurut informan, staf dan tim harus memiliki
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kompetensi dasar dari ilmu komputer. Selain itu jumlah SDM tidak sesuai dengan
beban tugas dalam sistem e-Planning. Sebagai contoh adalah tim pengembangan
harus kejar waktu dan bahkan sering harus lembur untuk menyelesaikan tugas
yang diberikan. Berikut pula tanggapan dari.informan lainnya :

“Untuk pendidikan saya itu S1 Teknik Informasi, salah satu kendala
dalam SDM saat ini yaitu pada OPD ya. Karena sering terjadi mutasi.
Sehingga anggota atau tim'mereka nantinya tidak memahami sistem e-
Planning ini. Kami sangat berharap OPD memiliki admin yang khusus
membidangi sistem aplikasi ini”. (Wawancara dengan Tabrani, Admin
Pusat Sistem e-Planning)

Tabrani adalah admin pusat sistem e-Planning. Dari wawancara bersama
Tabrani diketahui beliau berlatar belakang pendidikan Sarjana Teknik Informasi.
Jadi sebagal tim dan admin pusat_sistem_e-Planning ‘Tabrani sudah memiliki
indikator SDM yang kompeten di bidangnya.

Dalam wawancara bersama rTabrani:“juga didapatkan temuan bahwa
masalah SDM' dalam pengoperasian e-Planning lebih ke pihak OPD, inti
masalahnya adalah karena pada OPD sering terjadi mutasi sehingga tim baru akan
kembali menyesuaikan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam penggunaan
sistem e-Planning. Menurut Tabrani akan sangat bagus jika OPD memiliki satu
orang khusus yang memegang dan sangat paham mengenai aplikasi e-Planning
ini. Berikut tanggapan informan lainnya :

“Saya sendiri belatar belakang pendidikan S1 Komputer. Saya
bergabung sebagai user e-Planning itu sejak dua tahun lalu. Kalau
mengikuti pelatihan tidak pernah ya. Namun kalau sosialiasi sering ya.
Kalau untuk SDM saya rasa cukup bagus ya. Namun masalah yang saya
lihat itu pada seringnya terjadi mutasi ya. Jadi ini yang membuat banyak
pekerjaan OPD cenderung melambat ya”. (Wawancara dengan Ahmad
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Baidowi, Staf Bagian Program dan Perencanaan Disdukcapil Kabupaten
Kepulauan Meranti)

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Baidowi selaku Staf Bagian
Program dan Perencanaan Disdukecapil Kabupaten Kepulauan Meranti, diketahui
beliau berlatar belakang pendidikan S1 Komputer. Menurut Baidowi beliau tidak
pernah mendapatkan pelatihankhusus sebagai user e-Planning. Namun untuk
sosialisasi memang rutin didapatkan.

Ahmad Baidowi juga menuturkan bahwa untuk SDM sebenarnya sudah
sangat bagus. Hanya saja kendala dalam SDM itu terlihat pada seringnya terjadi
mutasi dalam OPD. Sehingga anggota baru akan kembali-melakukan penyesuaian
tugas dan pengetahuan mereka sebagai user e-Planning. Hal yang sama juga
disampaikan oleh informan berikut :

“Saya pribadi /itu-helatar belakang, pendidikan Sekolah Menengah
Kejuruan Jurusan Teknik'Komputer dan Jaringan. Saya sendiri sudah
bergabung sejak tahun 2018 ya. Untuk pengalaman selama bergabung
sebagai operator mungkin lebih ke banyaknya pengetahuan dalam
perencanaan yang saya dapatkan. Untuk SDM, itu ada sedikit masalah
seperti banyaknya OPD yang masih tertatin-tatih dalam memahami
aplikasi sistem e-Planning ya. Karena kan banyak juga kasubbag yang
sering berganti sehingga itu. menjadi kendala ya”. (Wawancara dengan
Rian Hidayat, Operator Sistem-e-Planning)

Dari hasil wawancara bersama Rian Hidayat diketahui bahwa beliau
berlatar belakang pendidikan Sekolah Kejuruan dengan jurusan Teknik Komputer
Jaringan. Artinya Rian memiliki kompetensi yang bagus sebagai operator sistem

e-Planning. Dari Rian diketahui juga beliau sudah bergabung dalam tim sejak



96

tahun 2018. Penuturan dari Rian sendiri yaitu beliau mendapatkan banyak

pengalaman dalam bidang perencanaan.

Rian juga pernah_mengikuti pelatihan provinsi.dan daerah namun belum
ada sertifikasi“Dari._penuturan Rian, diketahui bahwa sebenarnya SDM untuk
e-Planning sudah bagus namun masalahya lebih terlihat pada mutasi yang sering

terjadi pada OPD. Berikut.pula-tanggapan informanfainnya :

“Saya tamatan D3 Manajemen Informatika. Saya menggunakan sistem
e-Planning sudah empat tahun ya. Kalau pengalaman yang saya dapatkan
pastinya lebih banyak pengetahuan baru dalam bidang perencanaan ya.
Kalau pelatihan ada saya ikut dua kali tapi tidak ada sertifikasi. Saran saya
kualitas saja sih yang lebih ditingkatkan”. (Wawancara dengan Ulil Amri,
Staf Bagian Program DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara bersama informan di
atas, diketahul bahwa umumnya pengelola_e-Rlanning memiliki latar belakang
pendidikan dalam bidang komputer. Sehingga ini memberikan dampak baik dalam

pengembangan e-Planning. Berikut pula tanggapan informan lainnya :

“Kalau saya tamatan S1 Administrasi Negara. Di bidang e-Planning
saya ada lima tahun“ya.-Menurut saya kelebihannya perencanaan lebih
terarah, peninjauan lebih mudah dan intinya sesuai alurnya. Kekurangannya
saat ini adalah pada efek mutasi ya. Justru efek mutasi ini menghambat
efisiensi waktu pelaporan setiap OPD”. (Wawancara dengan Khairi, Kepala
Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, Bidang PPE, BAPPEDA
Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara bersama informan
di atas, diketahui bahwa kendala sumber daya manusia dalam penggunaan sistem

e-Planning saat ini yaitu sebagai efek mutasi kepala sub bagian program dan
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perencanaan setiap OPD. Hal ini menyebabkan kasubbag baru harus memiliki
pemahaman baru dalam pengelolaan sistem e-Planning. Berikut pula tanggapan

informan lainnya :

bidang kompute ' - \. eneliti simpulkan
bahwa SDM dalam siste lanning s  sai 1 n ada beberapa
kendala dari s s i as mengakibatkan
kasubbag bart am waktu cepat.
Dan ini berda perencanaan dari

setiap OPD.

5.2.3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana adalah kecenderungan-kecenderungan yang
mempunyai konsekuensi penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Jika
para implementor mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya
dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang
besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Demikian sebaliknya, jika para implementor bersikap negatif atau
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menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka
implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Berikut adalah

tanggapan dari informan penelitian :

“Sikap tim e-Planning dalam menjalankan tugas yang diberikan itu
sudah bagus ya. Sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan sebagai
OPD. E-Planning setau saya ada dua admin ya. Itu saya rutin melakukan
diskusi jika ada kendala“misalnya, dan: sejauh ini repson mereka cepat
tanggap”. (Wawancara bersama Batam Saputra; Kasubbag Perencanaan
dan Anggaran Setwan Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan wawancara bersama informan, diketahui bahwa ada dua
admin yang siap membantu OPD dalam penggunaan sistem e-Planning. Semua
OPD bisa menghubungi admin tersebut jika mengalami kendala dalam

penggunaan sistem e-Planning. Berikut adalah tanggapan informan lainnya :

“Saya dalam subsistemnya bertugas,sebagai admin bidang ya. Kalau
ada kendala di jaringan itu" Kita-'sebagai admin pengampu tidak bisa
langsung ke hal-hal yang teknis. Kita melapor ke tim IT yang menangani
aplikasi itu sendiri. kalau kendalanya itu tentu kita butuh waktu ya dalam
penyelesaiannya. Jika tim IT mengatakan sudah ditangani maka baru Kkita
laporkan kembali ya kepada OPD. Jadi cepat-tanggap kok, responnya juga
baik. Secara tidak lamsung ini kan pelayanan publik ya”. (Wawancara
bersama Erwin Suhanda, Admin. Bidang PPM, BAPPEDA Kabupaten
Kepulauan Meranti)

Berdasarkan wawancara bersama Erwin Suhanda, selaku admin bidang
PPM secara langsung, peneliti menemukan bahwa tim e-Planning dalam
menjalankan tugas yang diberikan kepadanya sudah sangat baik. Hal ini

dibuktikan dengan respon cepat tanggap para admin dalam memberikan solusi
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dalam setiap keluhan OPD. Hal yang sama turut disampaikan oleh informan

berikut :

“Untuk sikap tim e-Planning itu sudah sangat baik ya. Kalau untuk
reward setahu saya dari.awal diimplementasikan hingga saat ini itu belum
ada ya. Kualitas tim pelaksana sistem di dalam sistem sudah cukup. Kalau
di luar sistem itu masih kurang karena mereka punya pekerjaan lainnya vya.
Kalau harapan saya, kalau bisa_ada penambahan SDM kedepannya untuk
pengelola sistem ya’?i-(Wawancara bersama Akmal Fuadi; Analis Sistem
Tim Pengembang Sistem e-Planning)

Berdasarkan wawancara dengan informan di atas diketahui bahwa
kualitas tim e-Planning sudah sangat bagus. Namun, informan menyayangkan
sikap OPD yang belum bertangunggungjawab terhadap tugas yang diemban.

Dalam sistem e-Planning, semua anggota. subsistem atau pegawai
pengampu melakukan tugas yang lebih banyak dari pegawai lainnya, dan yang
sangat disayangkan juga mular-dari sistem e-Planning diterapkan hingga saat ini
belum ada reward khusus yang diberikan kepada semua tim pengelola. Hal yang

sama dibenarkan oleh informan berikut :

“Kalau untuk reward belumadaya. Namun untuk fasilitas itu sudah
lengkap dan memadai menurut saya”. (Wawancara bersama Muhammad
Sakinul Wadi, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Hal yang sama juga turut dibenarkan oleh informan berikut :

“Sejauh ini reward belum ada. Padahal tim sudah bertugas dan
melakukan tugas dengan sangat baik ya. Mereka juga cepat tanggap dan
itu adalah nilai plus tentunya. Untuk fasilitas itu sayangnya masih kurang
pada komputerisasi yang canggih, jadi harapan saya itu adalah pembaruan
spesifikasi komputer ya”. (Wawancara dengan Iman Firdaus, Staf Ahli
Database Tim Pengembang Sistem e-Planning)
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Dari wawancara di atas, penutur menyampaikan bahwa untuk Kinerja tim

sistem e-Planning secara keseluruhan sudah sangat bagus. Namun beberapa

L)

s ya. Namun
Untuk kendala
)ermasalah pada
j_-f i, Admin Pusat

A RAENAE

masalah jaringan internet. Hal ini turut'dibenarkan oleh informan berikut :

“Dari awal implementasi masalah yang belum selesai hingga saat ini
mungkin masalah jaringan. Karena hampir pada saat penting sistemnya
malah terkendala oleh jaringan internet”. (Wawancara dengan Ahmad
Baidowi, Staf Bagian Program dan Perencanaan Disdukcapil Kabupaten
Kepulauan Meranti)
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Informan berikut juga menuturkan informasi yang sama dengan Ahmad
Baidowi :

“Harapan kita kedepannya aplikasi lebih mudah digunakan. Dan
untuk SDM harus.ada reward. Itu harapan.Kita. Karena sejauh ini OPD
baru kesulitan memahami item.dan fitur aplikasinya. Dan juga pekerjaan
tim-e-Planning itu kan lebih banyak ya, dari awal tahun sampai akhir
tahun tidak ada jeda. Jadi kalau bisa ada reward. Dan juga untuk masalah
internet seharusnya ada. solusi dant Kominfo”. (Wawancara dengan Rian
Hidayat, Operato¢:Sistem e-Planning)

Berdasarkan penuturan di atas ditemukan bahwa selalu terjadi mutasi pejabat
di dalam OPD. Ini mengakibatkan user OPD yang baru mengalami kesulitan dalam
memahami dan menggunakan aplikasi e-Planning. Oleh karena itu informan
menyarakankanagar aplikasi dibuat sederhana tanpa mengurangi fungsinya.
Sehingga OPD _ baru yang melakukan mutasi lebih cepat ‘memahami dan
menggunakan aplikasi sistem._e-Planning. Berikut adalah “pendapat informan
lainnya, yaitu Ulil Amri :

“Tim e-Planning dalam “menjalankan tugas yang diberikan
kepadanya sudah cukup bagus ya. Saran saya untuk tim lebih ke
penyederhanaan aplikasi saja ya. Karena kan OPD sering ada mutasi ya.
Jadi kadang anggota baru susah _memahami aplikasinya”. (\Wawancara

dengan Ulil Amri, Staf Bagian Program DPMD Kabupaten Kepulauan
Meranti)

Berdasarkan wawancara dengan informan di atas diketahui bahwa
Kinerja tim e-Planning sudah cukup baik dan sesuai dengan harapan pengguna.
Namun beberapa informan penelitian menyampaikan saran bahwa penting untuk

dilakukannya penyederhanaan aplikasi karena kondisi OPD yang sering
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melakukan mutasi kasubbag program sebagai user e-Planning. Berikut pula

tanggapan informan lainnya :

“Untuk penguasaan kerja oleh tim sudah cukup baik ya. Mampu
memenuhi.harapan Kita.terhadap penggunaan e-Planning ini. Harapan saya
mungkin kalau bisa perangkat lunak selalu di upgrade ya”. (Wawancara
dengan Khairi, Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan,
Bidang PPE, BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Hal yang sama disampaikan oleh informan berikut :

“Kinerja tim sudah sangat bagus ya. Tim juga menyampaikan secara
detail mengenai pengimplementasian sistem ini. Jika missal OPD tidak
paham memalui WA atau Zoom meeting Kita lansung mengunjungi OPD
untuk memperjelas kerja nya”. (Wawancara dengan Rifkie Hanindiyo,
Admin Bidang PSIK, BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa
hingga saat ini masalah jaringan adalah kendala tim e-Planning dalam mengelola
aplikasi. Peneliti ‘menilai bahwa tim e-Planning sudah sangat bagus dalam
melakukan tugasnya. Namun sangat disayangkan belum ada sistem reward yang
diperuntukkan bagi tim e-Planning, padahal tim e-Planning memiliki beban kerja
yang lebih padat dari posisi Kerja lainnya.

Adanya komunitas seperti group WhatsApp bagi semua pengguna
e-Planning membuktikan bahwa sistem sudah sangat akuntabel dan transparan.
Dari penelitian yang dilakukan peneliti menilai bahwa sistem e-Planning
BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini harus didukung oleh fasilitas
yang memadai seperti jaringan internet yang bagus dan komputerisasi yang modern

serta SDM yang mumpuni.
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5.2.4. Struktur Birokrasi

Implementasi  kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya

kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokra;

implementasi_s “@%m“\\“‘mﬁ R. :

i, tidak kondusif terhadap

keseluruha

dalam stru

\'6\\‘5 N f‘

O
N

institusi pe
Dalam..p e . mengelola sistem

kung. Berikut

| OPD belum ada ya.
e-Planning dalam

Berdasarkan penuturan dari informan di atas, dalam organisasi kerja tim
e-Planning sangat cepat tanggap dalam merespon setiap kendala OPD. Meskipun
belum ada SOP khusus untuk OPD, OPD dibantu oleh e-Book yang berisi
panduan dalam menjalankan aplikasi e-Planning dan e-Book tersebut disebarkan

oleh admin melalui group WhatsApp. Berikut tanggapan informan lainnya :
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“Menurut saya Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengguna
cukup baik dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem
e-Planning, memang ada beberapa OPD yang belum bisa dikatakan
bertanggungjawab dalam tugasnya karena sering terlambat dalam
melaporkan perencanaan. Tapi tentu ada kendala pada mereka ya. Apalagi
seiring dengan seringnya terjadi mutasi’. (Wawancara bersama Erwin
Suhanda, Admin Bidang PPM, BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan uraian di-atas, ‘diketahui sbahwa sistem e-Planning sudah
sangat mendukung namun yang sangat disayangkan adalah dari sisi OPD nya. Di
mana OPD selalu mengalami mutasi dan ini menyebabkan pemahaman tim baru
yang menggantikan operasioanl e-Planning pada OPD agak lamban dan
mengakibatkan laporan perencanaan selalu terlambat.

Berikut pula tanggapan informan lainnya :

“Kalau manual Book ada ya. Harapan kita semoga ada penambahan
SDM yang memang snemahami bidang iniygitu ya”. (Wawancara bersama
Akmal Fuadi Analis Sistem Tim Pengembang Sistem-e-Planning)

Hal yang sama juga dituturkan oleh informan berikut:

“Kemampuan SDM Kkita sudah sangat bagus ya. Mungkin
kedepannya harus ada pengembangan-pengembangan baru saja’.
(Wawancara bersama Muhammad, Sakinul Wadi, Sekretaris BAPPEDA
Kabupaten Kepulauan Meranti)

Menurut informan, secara keseluruhan sistem e-Planning memang sudah
sangat bagus. Ini dibuktikan dengan terkontrolnya substansi perencanaan secara
lebih mudah. Berikut tanggapan informan lainnya :

“Jika secara keseluruhan sudah bagus ya. Namun diharapkan ke
depannya bagi OPD yang menggunakan sistem e-Planning ini memiliki
kompetensi di bidang komputer”. (Wawancara dengan Iman Firdaus, Staf
Ahli Database Tim Pengembang Sistem e-Planning)
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Pada wawancara bersama Iman Firdaus, ditemukan bahwa kebanyakan
OPD tidak memiliki ahli komputerisasi yang menangani sistem e-Planning,
akibatnya ketika ada kendala seperti missing sistem, pihak OPD hanya berkiblat
kepada admin BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti..Hal yang sama turut
disampaikan oleh Tabrani sebagal berikut :

“Kalau dari sisi organisasi sutiguh sudah bagus ya. Namun saran dari
saya itu kalau, bisa’ komputer yang digunakan adalah wversi terbaru ”.
(Wawancara dengan Tabrani, Admin Pusat Sistem e-Planning)

Pendapat Tabrani didukung oleh informan berikut :

“Organisasi dalam hal ini BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti
sudah bagus ya dalam mendampingi OPD. Namun Kita berharap OPD
lebih giat dan gigih dalam penerapan sistem e-Planning ini”. (\Wawancara
dengan Ahmad Baidowi, Staf Bagian Program dan Perencanaan
Disdukapil Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan wawancara bersama ‘informan di atas, diketahui bahwa
BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti sebenarnya sudah sangat bagus dalam
mendampingi OPD menerapkan e-Planning. Namun sudah menjadi rahasia umum
bahwasanya adanya mutasi adalah hambatan terbesar bagi OPD dalam
menerapkan sistem e-Planning. Berikut tanggapan informan lainnya :

“Menurut saya OPD sedikit sulit memahami penyampaian dari
admin pengelola saat ada missing sistem di aplikasinya. Karena itu butuh
aplikasi yang sederhana agar mudah digunakan dan dipahami oleh OPD
yang notabene bukan ahli komputer. Selain itu semoga saja ada sistem
reward bagi tim pengembang dan pengguna e-Planning ini”. (Wawancara
dengan Rian Hidayat, Operator Sistem e-Planning)
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Berdasarkan wawancara bersama informan di atas didapatkan informasi
bahwa OPD kekurangan ahli komputer yang dapat dengan mudah memahami
maksud dari penyampaian admin saat terjadi missing sistem pada aplikasi. Dari
hemat peneliti, organisasi dalam_hal ini. BAPPEDA Kabupaten Kepulauan
Merantisudah melakukan tugas mereka dengan baik, namun kendala
implementasi lebih berada pada.OPD.

Berikut adalah tanggapan informan lainnya :

“Setau saya tidak ada SOP dalam pelaksanaan implementasi sistem
e-Planning ini. Komitmen tim e-Planning dalam menjalankan tugas yang

diberikan kepadanya sudah sangat bagus ya”. (Wawancara dengan Ulil
Amri, Staf Bagian Program DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti)

Berdasarkan wawancara bersama informan di atas diketahui bahwa untuk
tim pengelola bagian program belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang digunakan dalam pelaksanaan 'implementasi Sistem e-Planning. Berikut

pula tanggapan informan lainnya :

“Kalau pada tim kami ada SOP, dan ada manual book juga. Harapan
saya semoga kedepannya ada integritas yang kita bangun dalam
menggunakan e-Planning ini’’.. (Wawancara dengan Khairi, Kasubbid
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang PPE BAPPEDA Kabupaten
Kepulauan Meranti)

Hal ini dibenarkan oleh pendapat informan berikut:

“Kalau SOP untuk tim pengembang mungkin ada ya. Tapi untuk
OPD lebih ke manual Book. Saat ini kan kendala kita ada di jaringan ya.
Kadang ada juga OPD nanya ke kita tapi belum bisa kita jawab dan kita
oper pertanyaan tersebut ke kominfo, sayangnya ya itu belum bisa Kita
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atasi pertanyaannya”. (Wawancara dengan Rifkie Hanindiyo, Admin
Bidang PSIK BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti)

Dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara bersama informan,

e-Planning dala (U OPD sebagai
pengguna sud ' dalam me plementasi Sistem

e-Planning.

5.3. : of: S E-Planning Pada

Adanya sistem e-Planning yang sekarang sedang
dikembangkan di daerahdaerah demi mencapai tujuan untuk
mengarahkan pembangunan di semua tingkat pemerintah dari
terendah hingga tertinggi arah sesuai dengan apa yang dibutuhkan
masyarakat sehingga nantinya rencana-rencana pembangunan yang

dibuat tidak lagi salah sasaran dan menguntungkan pihak-pihak
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tertentu saja. Hal ini penting diwujudkan karena cerminan dari

pembangunan daerah yang benar adalah proyeksi dari apa yang

benarbenar masyarakat daerah butuhkan untuk memperbaiki dan

memahami dalam pengoperasian e-Planning.

Namun permasalahan mutasi tidak dapat dielakkan. Sangat
sering mutasi terjadi pada OPD yang meggunakan sistem e-Planning
di Kepulauan Meranti. Akibatnya setelah pergantian operator atau
admin dari setiap OPD terjadi penyesuaian yang sangat lama. Seperti

kembali belajar dari awal. Akibatnya sangat banyak OPD yang sering
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terlambat dalam melaporkan tugas dan kewajiban mereka sebagali
aktor perencanaan.

Mutasi kassubag program atau perencanaan setiap OPD adalah

o
~
QD
>
[%2]
@D
o
c
QD
=

8088, % 3 ¢

O

erlihatnya isu-isu
ebut sehingga

bangunan yang

tersebut mampu menjalankannya dengan baik. Selama masa
perencanaan program tersebut sampai pada tahapan implementasi
dan evaluasi lah terjadi proses adaptasi. Proses adapatasi tersebut
tidak hanya dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dalam hal ini

adalah man power yaitu Pegawai Pemerintahan Kepulauan Meranti.
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Hubungan antara penyesuaian diri terhadap perubahan
berbanding lurus dengan keberhasilan organisasi. Jika proses

adaptasi cepat dan berhasil dilakukan maka organisasi tersebut

Jetahuan, tanpa

maksimal. Ini

kesalahan kerja yang dilakukan.

2. Jaringan Internet
Masalah internet bukanlah masalah baru dalam sistem
e-Planning. Internet yang digunakan oleh BAPPEDA Kabupaten
Kepulauan Meranti dalam mengelola sistem e-Planning sering

bermasalah pada saat krusial dan pada saat paling diperlukan. Masalah



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

111

internet yang down juga dialami oleh OPD. Sering kali user di OPD
panik karena gangguan internet saat mengoperasikan aplikasi sistem e-

Planning. Hingga saat ini belum ada solusi untuk masalah jaringan

pulauan Meranti.

%

‘\\\\\\\\\\\‘.

%
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BAB VI

PENUTUP

6.1.

) bertujuan
untuk m nning Pada
Badan Per

yaitu sebagai
berikut Imp Pembangunan
Daerah K dan sudah
terimplementasi dengan bai i m: a (s M pro : nterdapat beberapa
kendala um sepe cura peten di | ﬁ}’ ) komputerisasi
karena tidak Kabupaten Kepulauan
Meranti, Provin sangat membantu
terciptanya SDM ing pada BAPPEDA

Kabupaten Kepulauan
Faktor penghambat pada le i Sistem e-Planning pada

BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti yang paling dominan adalah proses

mutasi jabatan yang cukup sering terjadi sehingga butuh proses adaptasi yang

lama bagi tim baru untuk mengelola sistem e-Planning di OPD.

Dan juga faktor jaringan internet masih menjadi penghambat terlaksananya

Implementasi Sistem e-Planning Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kepulauan Meranti, dikarenakan sering terjadinya gangguan stabilisasi

112
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sehingga menyebabkan login gagal atau server error.

6.2. Saran

Kepulauan

JJJJJ

BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti.
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